
 
 
 

BERITA DAERAH 
KOTA TANGERANG SELATAN 

 No. 24, 2022 PEMERINTAH        KOTA            TANGERANG         
SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 
2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 
Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, 
Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. 

 PROVINSI BANTEN  

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN 
NOMOR 24 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG  

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA,            
SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang  : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri,  dan  

Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri telah diatur 

dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 

12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah 

Dasar Negeri,  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  

Negeri; 

  b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-

kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri,  dan  Sekolah  

Menengah  Pertama  Negeri, maka Peraturan Wali 

Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan  

Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri; 

SALINAN 
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Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

  3. Undang-Undang   Nomor   51   Tahun   2008   

tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di 

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 

tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4864); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 
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  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021  

Nomor 6); 

  9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan        

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 

72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 

128); 

  10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan       

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang 

Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 113); 

  11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan            

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, 

Sekolah Dasar Negeri,  dan  Sekolah  Menengah  

Pertama  Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2021 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA 

TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA, SEKOLAH DASAR 

NEGERI,  DAN  SEKOLAH  MENENGAH  PERTAMA  

NEGERI. 
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  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 

Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri,  dan  Sekolah  

Menengah  Pertama  Negeri (Berita Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 12) diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam            

Pasal 7 huruf a, diperuntukan bagi calon peserta 

didik yang berdomisili di wilayah Zonasi. 

(2) Wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada            

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(3) Jalur Zonasi penerimaan Peserta Didik baru pada 

masing-masing jenjang sebagai berikut: 

a. Jalur Zonasi SDN paling sedikit 70% (tujuh 

puluh persen) dari daya tampung Sekolah; 

dan 

b. Jalur Zonasi SMPN paling sedikit 50% (lima 

puluh persen) dari daya tampung Sekolah. 

(4) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada 

kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 

(satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. 

  2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 

12  berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)      

huruf b dikecualikan dari ketentuan persyaratan: 

a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a; 

dan  

b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan 

kelulusan sebagaimana dimaksud dalam            

Pasal 5 huruf b. 

(2) Dihapus.  
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  3. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni 

ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 22 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)          

huruf d dilakukan sesuai dengan jalur 

pendaftaran dalam PPDB. 

(2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan 

berdasarkan hasil rapat dewan Guru yang 

dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan 

melalui keputusan kepala Sekolah. 

(3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka 

penetapan Peserta didik baru dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang. 

(4) Peserta Didik yang tidak diterima pada PPDB 

SMPN dapat disalurkan pada sekolah yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

(5) Daftar sekolah yang diselenggarakan oleh 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas. 

  4. Ketentuan BAB II Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) 

Paragraf yakni paragraf 7, dan di antara ketentuan 

Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Paragraf 7 

Petunjuk Teknis  

Pasal 23A 

(1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan 

sesuai dengan petunjuk teknis.  

(2) Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan PPDB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan kepala Dinas. 

 




